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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pelanggaran lalu lintas
di Indonesia yang menuntut penegakan hukum yang lebih efektif dan
transparan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan
Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR) oleh Polres Trenggalek,
termasuk kendala serta upaya solutif yang dilakukan. Metode yang
digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis empiris,
menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari
literatur seperti buku, dan artikel jurnal. Hasilnya, INCAR diterapkan
dengan dua pola patroli: di lokasi rawan pelanggaran dan secara acak.
Dalam sistem ini, pelanggar diberi dua opsi yaitu membayar melalui
kode BRIVA, dan sidang di pengadilan. Kendala utama meliputi
keterbatasan unit, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta fitur
yang belum tersedia. Untuk mengatasinya, Polres Trenggalek
menggabungkan tilang manual dan INCAR serta edukasi publik.
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Abstract
This study is driven by the increasing number of traffic violations in

Indonesia highlighting the need for more effective and transparent law
enforcement mechanisms. This research aims to examine the
implementation of Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR) by
the Trenggalek Police Department, identify the challenges encountered,
and evaluate the strategies adopted in response. A descriptive-analytical
method with an empirical juridical approach was employed, utilizing
primary data from interviews and secondary data from books and
academic journal articles. The findings indicate that INCAR operates
under two patrol models: targeted patrols in high-violation areas and
random patrols. Offenders are provided with two options: pay fines via a
BRIVA payment code or appear in court. Major challenges include a
limited number of operational units, low public legal awareness, and the
absence of certain expected features. In response, the police have
adopted a hybrid enforcement strategy by combining manual ticketing
with INCAR, alongside public education initiatives.
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Pendahuluan

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), hal ini sesuai
dengan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berarti bahwa warga negara
harus bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh
otoritas yang berwenang (Fadli, 2024; Lestari dkk., 2023, hlm. 29).
Hukum pada umumnya merupakan serangkaian peraturan negara yang
disertai sanksi dan norma untuk mengatur perilaku individu, serta
untuk menjaga ketertiban dan mencegah kejadian yang tidak diinginkan
(Isnantiana, 2019, hlm. 20; Maulidin dkk., 2025).

Kondisi kesadaran hukum dalam bidang lalu lintas dan angkutan
jalan raya di Indonesia saat ini masih sangat kurang, sehingga perlu ada
upaya untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. Hal ini
bertujuan untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas (Faadihilah &
Wibowo, 2023, hlm. 1). Pelanggaran terkait lalu lintas jalan raya adalah
jenis pelanggaran yang termasuk tindak pidana tertentu. Dalam hukum
Indonesia, setiap tindak pidana, baik yang berkaitan dengan kejahatan
maupun pelanggaran, harus tetap diproses sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku (Hadirman, 2004, hlm. 23).

Dalam menegakkan suatu aturan, tentu hukum saja tidaklah
cukup, namun memerlukan stakeholder atau yang dikenal sebagai
lembaga penegak hukum. lembaga penegak hukum mencakup
kepolisian, kejaksaaan, kehakiman, lembaga pemasyarakatan, dan lain
sebagainya (Husin, 2020, hlm. 2). Dalam konteks penegakan peraturan
lalu lintas, kepolisian lah yang menjadi garda terdepan dalam
melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan.

Sebagai aparat penegak hukum, Polisi berfungsi sebagai penegak
hukum dan pelindung masyarakat, dengan tugas utama memastikan
keselamatan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat
(Kristian dkk., 2021). Polisi lalu lintas, sebagai unit pelaksana,
bertanggung jawab menjalankan berbagai tugas kepolisian seperti
penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, edukasi masyarakat,
manajemen lalu lintas, pendaftaran dan identifikasi pengemudi serta
kendaraan bermotor, investigasi kecelakaan lalu lintas, dan penegakan
hukum di bidang lalu lintas untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan
kelancaran arus lalu lintas (Akib & Juliana, 2017, hlm. 31).

Menurut data yang penulis temukan di lingkup Indonesia, tercatat
ada 2,12 juta pelanggar lalu lintas ditahun 2021(Insani, t.t.), dan pada
2,7 juta pelanggar pada 2022 (Nurhuda, 2023). Tingginya angka
pelanggaran lalu lintas membuat pihak berwenang perlu mengambil
tindakan yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas dengan menindak
seluruh pelanggar lalu lintas tanpa terkecuali dalam hal ini pengendara
dalam berlalu lintas. Kunci utama serta kontruksi mendasar dari
berjalan atau tidaknya penegakan hukum adalah adanya sikap
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kesadaran hukum yang berimplikasi pada ketaatan masyarakat
terhadap hukum tersebut (Widiastuti & Wijaya, 2023, hlm. 34).

Tilang adalah denda yang di kenakan oleh polisi kepada pengguna
jalan yang melanggar peraturan (A. Asmara dkk., 2019, hlm. 189).
Dalam upaya meningkatkan disiplin berlalu lintas, Kepolisian Negara
Republik Indonesia (POLRI) mengimplementasikan sistem Electronic
Traffic Law Enforcement (ETLE), sebuah sistem tilang berbasis teknologi
yang mulai diterapkan sejak Desember 2016. Kebijakan ini dirancang
untuk memperkuat pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan,
dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata
oleh seluruh lapisan masyarakat (A. Asmara dkk., 2019, hlm. 190).

Implementasi sistem e-Tilang merupakan inisiatif strategis
pemerintah terkhusus kepolisian dalam mendukung terwujudnya
prinsip-prinsip Good Governance, guna memastikan pelayanan publik
yang diselenggarakan berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel (Apriliana, 2019, hlm. 3). Penguatan pelayanan yang
profesional menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kepercayaan
publik terhadap institusi Polri, sekaligus mendorong partisipasi aktif
masyarakat dalam proses penegakan hukum, khususnya terkait
pelanggaran lalu lintas, mengingat masyarakat merupakan subjek
hukum utama dalam setiap pelanggaran yang terjadi di jalan raya
(Setiyanto dkk., 2017, hlm. 220).

Setelah melalui beberapa tahapan pelaksanaan Electronic Traffic
Law Enforcement (ETLE) dalam hukum lalu lintas Indonesia, pihak
Polda Jawa Timur mengembangkan inovasi terbaru untuk
menyempurnakan Electronic raod Traffic Law Enforcement (ETLE)
dengan meluncurkan Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR)
yang merupakan inovasi serta trobosan baru dari Direktorat Lalu Lintas
Polda Jatim yang diluncurkan oleh Kepolisian Republik Indonesia.
INCAR adalah singkatan dari Integrated Node Capture Attitude Record,
merupakan jenis ETLE Mobile, dengan kendaraan operasional (mobil)
yang dilengkapi dengan sistem teknologi canggih untuk merekam,
memantau, dan menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis.
INCAR saat ini telah ditepakan dibeberapa wilayah di Jawa Timur seperti
Polres Madiun, Polres Madiun Kota, Polres Gresik, Polres Jombang,
Polres Kediri, Polres Jember, Polres Trenggalek, Polres Magetan, dan
Polres Bojonegoro(Mayastinasari dkk., 2022, hlm. 67).

Menurut Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latif Usman, terdapat
perbedaan antara ETLE (statis) dengan INCAR, yaitu INCAR hanya
membutukan dua orang petugas dalam penindakannya, kemudian
sifatnya dinamis tidak seperti ETLE yang sifatnya statis, kemudian
mampu mengawasi seluruh ruas jalan secara dinamis yang artinya,
INCAR ini terhitung jauh lebih canggih dibanding ETLE yang jaraknya
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hanya 100 meter (Valentine, 2022). INCAR juga bertujuan untuk
menekan angka pelanggaran lalu lintas(Arfani & Irawan, 2021), serta
meningkatkan kesadaran hukum dalam Masyarakat (Kharismawan,
2023, hlm. 1).

Metode INCAR ini sejalan dengan Pasal 272 ayat (1) dan (2) UU
LLAJ yang berbunyi:

“(1) Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di
bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan
peralatan elektronik. U(2) Hasil penggunaan peralatan elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai
alat bukti di pengadilan.”

Lebih lanjut, hal tersebut juga tertuang dalam Pasal 23 Peraturan
Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, mengatur bahwa penindakan
Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:
temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
laporan; dan/atau rekaman peralatan elektronik. Mahkamah Agung juga
mengeluarkan PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) berkaitan dengan
tata cara penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang termuat
dalam PERMA Nomor 12 tahun 2016 pasal 1 ayat (2) yang dijelaskan
bahwa penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas elektronik
merupakan proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang
dilaksanakan secara terpadu berbasis elekteonik dengan dukungan
system informasi dan teknologi. Seluruh regulasi tersebut berlaku di
seluruh Indonesia dan salah satunya adalah di Trenggalek.

Trenggalek merupakan salah satu kabupaten yang berada di
bagian selatan Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.261,40 km?
dan terdiri dari 14 (empat belas) kecamatan. Trenggalek juga merupakan
salah satu kabupaten yang menerapkan INCAR pertama di daerah Jawa
Timur. Menurut data yang penulis temukan dari Polres Trenggalek
tercatat pelanggaran lalu lintas 4 tahun terakhir sebagai berikut:

E{alll?rfllah Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Trenggalek
Tahun Jumlah Pelanggaran
2020 7097
2021 8026
2022 15.588
2023 13.647
2024 38.516

Sumber: Polres Kabupaten Trenggalek, 2024

Berdasarkan tabel 1 diatas, pada tahun 2023 pelanggar lalu lintas
yang tercapture oleh INCAR sebanyak 1974 pelanggar, dan pada 2024
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tercapture sebanyak 562 pelanggar. Dari data tersebut dapat terlihat
bahwa penggunaan INCAR belum sepenuhnya maksimal, hal ini dapat
terlihat dari jumlah pelanggar yang tertangkap oleh INCAR dengan yang
metode manual menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.

Penelitian ini mengidentifikasi dua hal, pertama, bagaimana
penerapan INCAR dalam menegakkan hukum lalu lintas di daerah Polres
Trenggalek? Kemudian yang kedua, bagaimana kendala penerapan
INCAR dalam menegakkan hukum lalu lintas di daerah Polres
Trenggalek dan upaya untuk mengatasinya? Dari dua permasalahan
tersebut selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori yang relevan
guna mengetahui efektivitas penerapannya.

Dalam memastikan penelitian ini adalah penelitian baru, dan
orisinil, maka penulis akan menjabarkan beberapa penelitian terdahulu.
Pertama, penelitian berjudul “Efektivitas Penggunaan E-tilang terhadap
Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang” yang ditulis oleh Lutfina
Zunia Aprilia dan Nyoman Serikat Putra Jaya yang dipublikasikan pada
tahun 2019, penelitian ini berfokus pada efektivitas penerapan E-Tilang
di Polres Magelang, yang merupakan salah satu langkah digitalisasi
dalam proses penegakan hukum lalu lintas. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa penggunaan E-Tilang di wilayah tersebut masih
belum efektif. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi
mengenai penggunaan aplikasi, keterbatasan sumber daya manusia, dan
mekanisme pelayanan E-Tilang yang belum optimal(Apriliana, 2019).
Penelitian yang akan penulis teliti akan menambah dari sisi penerapan
ETLE Mobile (INCAR). Hal ini menjadi penting karena dalam penelitian
diatas baru membahas terkait aplikasi E-Tilang saja sebagai proses
digitalisasi, dan belum terlihat apakah terdapat dampak terhadap
kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.

Kedua, penelitian berjudul “Penerapan Integrated Node Capture
Attitude Record (INCAR) dalam Membentuk Kesadaran Hukum Lalu
Lintas Masyarakat di Wilayah Polres Madiun” yang ditulis oleh Sukma
Tri Widiastuti dan Rahmanu Wijaya, yang dipublikasikan pada tahun
2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan INCAR membawa
perubahan positif dalam perilaku masyarakat, seperti mulai terbiasanya
penggunaan helm saat berkendara. Namun, belum dapat dikatakan
bahwa INCAR sepenuhnya berhasil membentuk kesadaran hukum
internal yang mendalam, karena sebagian besar kepatuhan masyarakat
masih didasarkan pada ketakutan terhadap sanksi (compliance), bukan
karena internalisasi nilai hukum (Widiastuti & Wijaya, 2023). Penelitian
yang akan penulis teliti, akan menambahkan dari sisi perpektif penegak
hukum dalam menerapkan INCAR. Hal ini dirasa perlu sebab
keberhasilan penerapan INCAR tentu memerlukan kerjasama antara
kesadaran hukum dimasyarakat, dan integritas kepolisian.
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Ketiga, penelitian berjudul “Electronic Traffic Law Enforcement
(ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang” yang ditulis oleh Farid Azis
Abdullah dan Feny Windiyastuti, yang dipublikasikan pada tahun 2022,
penelitian ini menyoroti penerapan ETLE sebagai upaya digitalisasi
dalam penegakan hukum lalu lintas untuk menghindari praktik
pungutan liar dan suap, yang sering terjadi dalam proses tilang manual.
Sistem ETLE memanfaatkan kamera CCTV di berbagai titik untuk
menangkap pelanggaran lalu lintas. Penelitian ini lebih menitikberatkan
pada efisiensi dan transparansi yang dihasilkan oleh penggunaan
teknologi ETLE serta bagaimana teknologi ini membantu meningkatkan
akuntabilitas dalam proses penegakan hukum(Abdullah & Windiyastuti,
2022). Penelitian yang akan penulis teliti akan menambahkan dari fakta
empiris penerapan INCAR. Sebab dalam penelitian diatas belum terdapat
bagaimana fakta empiris terkait penerapan ETLE di lapangan, serta
belum terdapat penjelasan lebih lanjut terkait INCAR.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan
pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini memiliki 2 jenis data, yaitu
primer, berupa wawancara kepada narasumber. Sekunder, berupa
seluruh literatur yang relevan seperti peraturan perundang-undangan,
buku dan artikel jurnal (Widiarty, 2024, hlm. 145-150). Metode
pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara,
dan dokumentasi (Hikmawati, 2020, hlm. 85). Observasi dilakukan
secara umum untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi lalu lintas
serta keberadaan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan
penggunaan sistem INCAR di wilayah hukum Polres Trenggalek.
Selanjutnya, wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada
anggota Satlantas Polres Trenggalek yang memiliki tugas dan tanggung
jawab dalam pengoperasian serta pengawasan sistem INCAR.
Wawancara ini bertujuan menggali informasi mengenai penerapan
INCAR, mekanisme pengoperasiannya, jenis pelanggaran yang dapat
direkam, kendala pelaksanaan di lapangan, serta efektivitasnya dalam
penegakan hukum lalu lintas. Selanjutnya, penelitian ini dianalisis
dengan menggunakan 3 teori utama sebagai pisau analisis yaitu
Panopticon theory dari Foucault sebagai Grand Theory, kemudian teori
Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto sebagai Middle Theory, dan
teori dari Erwin Aras Genda, dkk, tentang Keberhasilan Implementasi
Electronic Traffic Law Enforcement sebagai Applied Theory.

Hasil dan Pembahasan
Dasar Hukum INCAR

Secara konseptual Integrated Node Capture Attitude Record
(INCAR) merupakan buntut dari adanya pengembangan ETLE, atau
dinamakan sebagai ETLE Mobile, fungsi utamanya adalah mengawasi
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setiap pelanggaran lalu lintas. Sistem ini dipasang pada mobil patroli
polisi yang dapat merekam semua jenis pelanggran lalu lintas yang
terjadi di jalan. Sistem yang canggih dalam INCAR memiliki dua integrasi
data, yaitu Pertama, melalui Integrasi dengan RTMC (Regional Traffic
Management Center) dan TAR (Traffic Attitude Record) dalam integrasi ini
pihak kepolisian dapat memonitor serta menjaring perilaku pelanggar
secara real time seperti dapat mendeteksi pelanggaran lalu lintas dari
mulai pelanggaran bagi pemotor yang melawan arus, pelanggar yang
menggunakan handphone saat berkendara, pengendara motor yang
tidak menggunakan helm, serta pengendara mobil yang melebihi batas
kecepatan. Kedua, melalui integrasi ERI (Electronic Registration and
Identification), data SIM, BPKB, dan e-KTP sampai kendaraan yang tidak
memperpanjang STNK melalui software  Artificial Intelligence
(Al)(Mayastinasari dkk., 2022, hlm. 67).

Cara kerja dari system ini dengan melalui pembidikan wajah serta
nomor kendaraan pelaku pelanggar lalu lintas yang nantinya dapat
terdeteksi melalui fitur global positioning system (GPS) ETLE, speed gun,
face recognition (FRT) hingga automatic number plate recognition (ANPR)
yang dimana nantinya mampu mengidentifikasi lokasi, kecepatan
kendaraan, wajah pengendara, nomor plat kendaraan bahkan
melakukan fungsi penilangan otomatis yang sudah langsung terverifikasi
diikuti pembuatan surat konfirmasi dan dikirimkan ke alamat pelanggar
sesuai face recognition menggunakan KTP Elektronik yang kemudian
pelanggar diharuskan untuk membayar denda ke bank seperti yang
telah disebutkan dalam surat pelanggaran yang dilayangkan oleh
kepolisian(Mayastinasari dkk., 2022).

Dasar pelaksanaan INCAR ini yaitu UU No. 22 tahun 2009,
tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Pasal 272. Selanjutnya PP No. 80
tahun 2012 Pasal 23. Kedua regulasi tersebut memperbolehkan
penggunaan peralatan elektronik untuk penindakan pelanggaran lalu
lintas. Kemudian dalam lingkup kepolisian, telah membuat regulasi dan
instruksi, regulasi yang digunakan dalam mengoperasikan INCAR yaitu
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 tahun 2023
tentang Penyelenggaran Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik,
peraturan sifatnya teknis sekaligus amanat dari PP No 80 tahun
2012(Wardana dkk., 2024, hlm. 5-6). Selanjutnya pada tingkat instruksi
dari Kapolri, E-Tilang terlihat dalam ST Kapolri Nomor
ST/3133/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Tilang dan
Implementasi E-Tilang di Polda Jajaran, yang pada pokoknya terkait
Implementasi E-Tilang dan Dakgar wajib menggunakan blangko
biru(Sastrini & Surata, 2018, hlm. 48). Dasar pelaksanaan E-Tilang,
dalam Surat Telegram tersebut dijelaskan bahwa tilang dan
implementasi E-Tilang di Polda Jajaran yang pada pokoknya terkait
Implementasi E-Tilang dan Dakgar wajib menggunakan blangko biru
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dengan artian pelanggar lalu lintas dalam proses penegakan hukumnya
dirujuk untuk membayar denda tilang melalui bank yang telah ditunjuk
oleh kepolisian.(Widiastuti & Wijaya, 2023) Lebih lanjut, Kapolri
menerbitkan Surat telegram dengan nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5.2022
tanggal 18 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa tilang manual tidak
lagi digunakan melaikan saat ini menggunakan ETLE baik itu statis
maupun dinamis (mobile)(Wasiati & Razak, 2023, hlm. 99).

Terkait dengan alat bukti dalam penegakan hukum INCAR, diatur
dalam Pasal 5 UU ITE yang menyatakan bahwa bahan cetak dari
informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti
yang sah. Selanjutnya, Pasal 184 KUHAP mengatur mengenai alat-alat
bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat, dan
petunjuk. Hasil tangkapan dari INCAR ini berada pada kategori alat
bukti petunjuk. Sehingga secara konseptual, INCAR memiliki potensi
yang baik dalam lingkup penegakan hukum lalu lintas. Mulai dari
kemampuan untuk meningkatkan akuntabilitas kepolisian, maupun
dalam konteks pengawasan secara real time terhadap pengemudi yang
melanggar ketentuan lalu lintas.

Penerapan INCAR dalam Menegakkan Hukum Lalu Lintas di Daerah
Polres Trenggalek

Sejak pertengahan tahun 2022, Polres Trenggalek telah
menerapkan teknologi Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR)
sebagai bagian dari upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas.
Penerapan INCAR di wilayah ini dilakukan dengan mobil patrol yang
dilengkapi dengan kamera pembidik yang berkeliling di berbagai ruas
jalan. Pemilihan lokasi pemantauan bersifat acak, mencakup jalan kecil
hingga jalan besar, sesuai dengan target yang telah ditentukan oleh
satuan tugas lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan anggota Satlantas
Polres Trenggalek Aiptu Herry, Teknologi INCAR memiliki kemampuan
membidik pelanggar lalu lintas dalam radius 100 hingga 200 meter dari
posisi mobil. Dengan jangkauan yang luas 1ini, sistem dapat
mengidentifikasi berbagai pelanggaran lalu lintas secara efektif. Setelah
pelanggar tertangkap oleh kamera INCAR, data kendaraan akan dikirim
ke back office untuk diverifikasi dan dicocokkan dengan basis data
kepemilikan kendaraan. Jika data pelanggar sesuai, sistem secara
otomatis mengirimkan kode BRIVA kepada pemilik kendaraan sebagai
metode pembayaran denda tilang.
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Gambar 1.
Mekanisme Tilang melalui INCAR
. Sidang di
Pelanggar Pelanggar | Pelangglarl k.onﬁlgmam Pengadilan
tercapture kamera mendapat surat == https1~1/1/€t:ifaal E;; Y{V:jaksaa
INCAR konfirmasi tilang ’ I go.iﬁ/ Pembayaran
melalui BRIVA

Sumber: Polres Trenggalek

Sesuai dengan gambar 1 diatas, pelanggar yang terkena tilang
melalui sistem INCAR diberikan dua opsi penyelesaian. Pertama,
membayar denda tilang melalui kode BRIVA yang dikirimkan. Kedua,
mengikuti proses sidang di pengadilan. Apabila pelanggar memilih jalur
sidang, mereka diwajibkan mendatangi Polres Trenggalek terlebih
dahulu untuk memproses bukti pelanggaran. Bukti tersebut akan
disesuaikan dengan prosedur tilang manual agar pelanggar dapat
melanjutkan proses hukum di pengadilan. Pada umumnya, proses
sidang tilang ini menggunakan prosedur cepat (fast-track procedure) yang
tidak mengharuskan pelanggar untuk hadir di persidangan. Mekanisme
ini memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelanggar yang
terlibat dalam pelanggaran lalu lintas. Pelanggar yang mengakui
kesalahannya dapat melewati proses persidangan dan menunggu
keputusan hakim mengenai besaran denda atau sanksi. Aspek
perlindungan hukum berlaku jika ternyata pelanggar lalu lintas tidak
bersalah. Dalam situasi tersebut, pelanggar berhak hadir di sidang tilang
untuk memberikan penjelasan kepada hakim bahwa mereka tidak
melakukan pelanggaran(T. Asmara & Arimuladi, 2024, hlm. 293).

Pada dasarnya, penegakan hukum di bidang lalu lintas terbagi
menjadi dua kategori utama, yaitu pertama penegakan hukum lalu
lintas secara preventif mencakup berbagai kegiatan seperti pengaturan,
penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas. Kegiatan-kegiatan ini
membentuk sistem keamanan lalu lintas yang saling terhubung dan
tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam pelaksanaannya.
Kemudian kedua, penegakan hukum lalu lintas secara represif meliputi
tindakan terhadap pelanggaran dan penyelidikan kecelakaan lalu lintas.
Tindakan ini mencakup pendekatan edukatif, yakni memberikan teguran
atau peringatan kepada pelanggar, serta penindakan hukum berupa
penerapan sanksi menggunakan surat tilang sesuai dengan peraturan
yang berlaku(Arsanu, 2022, hlm. 90). INCAR berperan penting dalam
dua aspek utama penegakan hukum lalu lintas, yaitu upaya preventif
dan represif. Pada tahapan preventif, keberadaan INCAR mendorong
pengendara untuk lebih berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan di
jalan raya Sementara dari segi represif, sistem ini memastikan bahwa
setiap pelanggar yang tertangkap oleh INCAR akan langsung dikenakan
sanksi tilang tanpa adanya teguran terlebih dahulu.
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Terdapat beberapa jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat
tercapture oleh INCAR, diantaranya (lihat tabel 2 dibawah):

E?:r]?iesl I%élanggaran Lalu Lintas yang Dapat Tercapture INCAR

No Jenis Pelanggaran Pasal

1. | Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan | Pasal 287 ayat 5
2 berkendara melawan arus lajur Pasal 287 ayat 1
3 tidak menggunakan helm Pasal 293 ayat 1
4. | Tidak mengenenakan sabuk keselamatan Pasal 289

S Menggunakan HP saat berkendara Pasal 283

Sumber: Polres Trenggalek

Jika diperhatikan pada table 2 diatas, terlihat belum ada
perubahan signifikan dari jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang dapat
tertangkap oleh INCAR jika dibandingkan dengan ETLE umum. Terlebih,
jika melihat pada data jumlah pelanggaran lalu lintas, data tersebut
menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun. Pada tahun
2020 sebanyak 7097 pelanggar, tahun 2021 sebanyak 8026 pelanggar,
tahun 2022 sebanyak 15.588 pelanggar, tahun 2023 sebanyak 13.647
pelanggar, dan tahun 2024 sebanyak 38.516 pelanggar. Kemudian dari
data tersebut didapatkan bahwa pada tahun 2023 pelanggaran lalu
lintas yang tertangkap oleh kamera INCAR hanya 1974 pelanggar, dan
tahun 2024 sebanyak 562 pelanggar. Lebih lanjut, bahwa pada tahun
2022 - 2023, Trenggalek memiliki kendaraan bermotor dengan rincian
sepeda motor sebanyak 224.052 unit, dan mobil sebanyak 20.932 unit.
Kemudian meningkat di tahun 2023, dengan rincian sepeda motor
sebanyak 225.637, dan mobil sebanyak 23.707(Pemerintah Kabupaten
Trenggalek, 2024, hlm. 9). Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa
pelaksanaan INCAR belum bisa mengatasi tantangan terhadap potensi
peningkatan pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh meningkatnya
jumlah kendaraan.

Menurut Soerdjono Soekanto, terdapat beberapa faktor terjadinya
pelanggaran lalu lintas, diantaranya meliputi faktor manusia, faktor
sarana jalan, faktor kendaraan, dan faktor keadaan alam (Pangestuti &
Wahyudi, 2021, hlm. 77-78). Pertama pada faktor manusia, umumnya
disebabkan oleh pengguna jalan yang tidak disiplin, serta tidak memiliki
kesadaran hukum yang tinggi. Salah satu budaya yang menyebabkan
hal demikian adalah terdapat mindset damai ditempat yang
menyebabkan degradasi mental yang berimplikasi pada budaya
menganggap remeh peraturan yang berlaku. Kedua, faktor sarana jalan,
pada faktor ini umumnya terjadi karena kurangnya rambu dijalan,
kemudian adanya galian-galian dijalan dapat mengakibatkan
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pelanggaran dan kecelakaan. Ketiga, faktor kendaraan, yatu berkaitan
dengan produksi kendaraan yang semakin banyak. Semakin
berkembangnya zaman maka kebutuhan akan kendaraan makin
banyak, hal inilah salah satu yang menyebabkan kemacetan.
Selanjutnya, kondisi kendaraan yang sudah tidak standar juga
menyebabkan potensi kecelakaan lalu lintas (Musa dkk., 2022, him.
5147). Keempat faktor keadaan alam, yaitu merupakan faktor
lingkungan yang dapat terjadi diluar kuasa kita. Sebagai contoh pada
saat turun hujan maka kendaraan akan cenderung menambah laju
kendaraannya yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran lalu lintas
dan kecelakaan. Kemudian juga ketika pengendara sepeda motor yang
memilih untuk menggunakan jalan pintas dengan melanggar rambu
tentu akan meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas.

Ditinjau dari fenomena tersebut, kehadiran INCAR dipandang
sangat perlu dalam proses penegakkan hukum lalu lintas. INCAR
bekerja secara otomatis dan tidak melibatkan interaksi langsung antara
petugas dan pelanggar, sehingga peluang terjadinya penyelesaian
informal yang mengurangi efektivitas hukum menjadi hilang. Kemudian,
Pengawasan berbasis teknologi yang konsisten dan objektif menciptakan
efek jera yang lebih besar karena pengendara mengetahui bahwa mereka
dapat tertangkap kapan saja jika melanggar aturan lalu lintas. Dalam
menjawab faktor sarana jalan, INCAR dapat ditempatkan di lokasi
dengan infrastruktur bermasalah atau jalan-jalan yang sering
mengalami gangguan, seperti daerah dengan galian. Tentunya dengan
strategi yang baik, serta dengan memperluas cakupan pemantauan,
INCAR dapat mengawasi jalur-jalur pintas yang sering digunakan
pengendara untuk menghindari aturan, sehingga meningkatkan
kepatuhan di berbagai rute. Pertumbuhan kendaran yang lumayan
signifikan, permasalahannya bukan hanya volume kendaraannya saja,
melainkan juga kondisi kendaraan layak pakai atau tidak, tentu menjadi
kendala dan menjadi faktor penyebab kecelakaan. Dengan demikian,
memantau area yang rawan kemacetan, INCAR dapat mendeteksi dan
menindak pengendara yang melanggar aturan untuk mengurangi
ketidaktertiban di jalan raya. Pada faktor alam, sejatinya memang tidak
dapat dikendalikan namun, peran INCAR dalam melaksanakan upaya
preventif dan represif dapat dimaksimalkan denngan cara menggunakan
INCAR untuk mendeteksi perilaku pengendara yang berisiko, seperti
mempercepat laju kendaraan di saat hujan atau menerobos rambu di
kondisi cuaca ekstrem.

Hasil wawancara penulis dengan anggota Unit Kamsel Satlantas
Polres Trenggalek, menurut beliau saat ini INCAR di trenggalek baru ada
dua unit, sedangkan beliau berpandangan bahwa dalam rangka
melaksanakan proses pendisiplinan masyarakat sejatinya dibutuhkan
banyak unit INCAR, setidaknya cukup untuk ditempatkan disetiap
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kecamatan, hal ini mengakibatkan Polres Trenggalek harus memutar
otak dan menyiasati kekurangan dengan berbagai strategi. Pada
umumnya INCAR beroperasi dengan dua cara, yaitu stationer dan
mobiling. Stationer atau statis diterapkan pada jalan-jalan yang memang
terindikasi banyak pelanggaran, dan sistem mobiling dilaksanakan
dengan cara memilih jalan secara random untuk berpatroli.

Jika ditinjau dari fitur dasar, seperti terdapat sistem automatic
number plate recognition pada INCAR, keberadaan fitur tersebut dinilai
sangat penting. Pada faktanya, bahwa dibeberapa Negara yang
menerapkan sistem automatic number plate recognition terbukti
mempengaruhi perilaku masyarakat salah satunya dalam hal
kedisiplinan menggunakan helm(Satiennam dkk., 2020, hlm. 3). Namun
seiring perkembangan zaman, dengan meningkatnya daya beli suatu
kendaraan yang akan memicu pada meningkatnya volume
kendaraan(Dewanta dkk., 2022, hlm. 12), dan pelanggaran lalu lintas
yang semakin bervariasi, menunjukkan bahwa fitur face recognition
sangat diperlukan. Hal ini didasarkan bahwa dalam penegakan hukum
berbasis elektronik, teknologi ini memiliki fungsi yang bersifat preventif
dan represif. Untuk tujuan preventif, face recognition memungkinkan
pengawasan di ruang publik secara real-time, menciptakan efek
pengawasan permanen yang mendorong masyarakat untuk lebih
mematuhi aturan. Dalam fungsi represif, face recognition memungkinkan
identifikasi pelaku kejahatan atau pelanggar yang telah terekam oleh
sistem pengawasan, baik dalam proses penyelidikan setelah kejadian
maupun penindakan secara langsung (real-time) terhadap individu yang
dicari atau dicurigai (Simmler & Canova, 2025, hlm. 3). Walaupun teori
tersebut dimaksudkan untuk penegakan hukum secara umum, namun
dalam konteks lalu lintas juga relevan dengan memperhatikan kelebihan
serta kebutuhan atas kondisi yang berkembang dimasyarakat.

Saat ini, dengan unit INCAR yang terbatas dan kekurangan fitur
seperti absennya face recognition dan speed gun, tentu mengurangi
efektivitasnya dalam proses penegakan hukum. Jumlah personel
Satlantas yang sedikit, unit INCAR yang terbatas, dan pertumbuhan
kepemilikan kendaraan di Trenggalek yang cukup masif, membuat suatu
kesimpulan bahwa INCAR saat ini belum mampu mengatasi persoalan
pelanggaran lalu lintas secara menyeluruh.

Kendala Penerapan INCAR dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas serta
Upaya untuk Menanggulanginya

Meskipun INCAR menawarkan kemudahan dalam proses
penindakan, terdapat beberapa kendala dalam implementasinya di
Polres Trenggalek. Salah satu kendala utama adalah absennya fitur
pengenalan wajah (face recognition) berbasis kecerdasan buatan (artificial
intelligence), yang seharusnya menjadi keunggulan teknologi ini. Saat ini,
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proses identifikasi pelanggar hanya bergantung pada pembacaan nomor
plat kendaraan. Akibatnya, jika plat nomor palsu atau kondisi cuaca
menghambat pembacaan, sistem tidak dapat mendeteksi pelanggaran.
Kemudian jumlah INCAR yang terbilang sangat terbatas yaitu hanya dua
unit, kemudian ditambah dengan personel satlantas yang sedikit,
membuat penegakan hukum melalui INCAR menjadi sangat terbatas
pergerakannya dan harus memutar otak kembali untuk menyiasatinya.
Kemudian kesadaran hukum masyarakat yang masih kurang terkait
aturan lalu lintas, ditambah kepemilikan kendaraan yang bertambah,
membuat jumlah pelanggaran tentu semakin bertambah.

Menurut Foucault dalam teori panopticon, kekuatan utama
pengawasan berasal dari kemampuan untuk menciptakan rasa diawasi
secara terus-menerus meskipun pengawasan tersebut tidak selalu
dilakukan secara fisik(Hikami, 2022, hlm. 6). Dalam sistem ini, individu
akan mengontrol perilakunya sendiri karena adanya persepsi bahwa
mereka selalu berada di bawah pemantauan. INCAR, sebagai teknologi
pengawasan berbasis digital, seharusnya menciptakan efek panopticon di
mana masyarakat merasa selalu diawasi dan karena itu mematuhi
peraturan lalu lintas. Namun, beberapa kelemahan dalam penerapan
INCAR justru mengurangi efektivitas pengawasan ini. Jika ditinjau dari
teori ini, kurang maksimalnya penerapan INCAR salah satunya
disebabkan juga minimnya jumlah unit INCAR yang beroperasi di
lapangan. Dengan jumlah unit yang terbatas, hanya sebagian kecil
wilayah yang benar-benar terpantau, sehingga masyarakat menyadari
adanya "zona aman" di mana mereka merasa bebas melakukan
pelanggaran tanpa risiko tertangkap. Ketika persepsi bahwa
"pengawasan tidak merata" terbentuk, maka kontrol diri yang
seharusnya muncul akibat rasa diawasi menjadi lemah. Dengan
demikian, tujuan utama INCAR untuk menciptakan kedisiplinan melalui
pengawasan terus-menerus tidak tercapai.

Dalam menganalisis efektivitasnya, penulis menggunakan teori
efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, yaitu terdapat lima faktor
penegakan hukum yang efektif, diantaranya adalah faktor hukum, faktor
aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor
masyarakat, dan faktor budaya(Soekanto, 2007, hlm. 5). Pertama dari
faktor hukum, bahwa INCAR memiliki dasar hukum yang kuat, mulai
dari tingkat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Kepolisan, hingga Surat Telegram Kapolri yang berkedudukan sebagai
instruksi.

Kedua, faktor aparat penegak hukum, walau saat ini dengan dua
unit INCAR dan jumlah personel dirasa seimbang, namun hal tersebut
hanya sebatas dalam lingkup kapasitas kerja saja. Dengan
memperhatikan kondisi Trenggalek saat ini, menambah unit INCAR dan
personel dirasa sangat perlu untuk memperluas cakupan pengawasan.
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Ketiga, faktor sarana dan prasarana, sayangnya, jumlah unit
INCAR yang masih terbilang minim membatasi jangkauan pemantauan
serta membuat sistem ini belum dapat menciptakan pencegahan
pelanggaran lalu lintas secara luas (general prevention). Dengan
demikian maka sangat mungkin banyak pelanggaran yang tidak
terdeteksi, sehingga pelanggar yang berada di luar jangkauan merasa
memiliki peluang lolos dari tindakan berupa tilang. Sehingga berakibat
pada pembentukan persepsi masyarakat berupa rasa aman untuk
melanggar aturan. Kemudian pada penerapannya, nyatanya INCAR
belum memiliki fitur face recognition sehingga hanya mengandalkan
pembacaan plat nomor saja. Artinya INCAR belum memiliki
pengembangan secara signifikan dari pendahulunya, dan besar
kemungkinan dapat dimanipulasi dengan plat nomor palsu untuk
menghindari tilang.

Keempat faktor masyarakat, dengan kondisi meningkatnya
kendaraan yang dimiliki masyarakat Trenggalek, maka akan linear
dengan potensi peningkatan pelanggaran lalu lintas. Hal ini sesuai
dengan data yang penulis dapatkan bahwa terdapat kondisi kenaikan
angka pelanggaran lalu lintas dari tahun ke tahun, bahkan sejak
diterapkannya INCAR, menunjukkan bahwa masyarakat masih belum
memiliki kesadaran hukum yang baik.

Kelima faktor budaya, faktor ini berkaitan dengan kebiasaan
masyarakat dalam melaksanakan hukum. Budaya seperti “damai di
tempat”, dan menyepelekan pelanggaran rambu lalu lintas, dirasa masih
sangat marak terjadi. Hadirnya INCAR dapat menyelesaikan beberapa
permasalahan tersebut, seperti meningkatnya akuntabilitas yang
disebabkan oleh minimnya kontak antara anggota dengan pelanggar,
kemudian kehadiran INCAR dapat membuat masyarakat menjadi lebih
waspada, dan merasa terus diawasi, sehingga jika diterapkan dengan
benar maka sedikit demi sedikit dapat mengikis budaya-budaya buruk
para pengendara.

Sehingga ditinjau dari teori diatas, maka penerapan INCAR belum
efektif, hal ini didasarkan bahwa sistem INCAR masih memiliki banyak
kekurangan dan belum mampu memenuhi kelima indikator penegakan
hukum yang efektif menurut Soerjono Soekanto. Hal tersebut juga
didukung oleh teori dari Erwin Aras Genda, bahwa Keberhasilan
implementasi Electronic Traffic Law Enforcement tidak semata-mata
ditopang oleh perkembangan teknologi, tetapi juga sangat bergantung
pada kesiapan sumber daya manusia serta kemampuan dalam
mengelola sistem secara optimal(Genda dkk., 2025, hlm. 2120). Terlihat
bahwa salah satu permasalahan dari penerapan INCAR di Polres
Trenggalek bukan hanya tentang teknologi yang masih kurang, namun
juga kurangnya SDM dan unit INCAR juga menjadi penghalang dalam
penerapannya.
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Dalam wupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di
masyarakat dalam berlalu lintas dan meningkatkan efektivitas INCAR,
Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Trenggalek secara rutin melakukan
sosialisasi di berbagai institusi pendidikan dan melalui media sosial.
Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat
tentang pentingnya tertib berlalu lintas serta prosedur penindakan tilang
melalui sistem INCAR. Selain itu, untuk mengatasi keterbatasan
teknologi INCAR, Polres Trenggalek secara aktif menggabungkan
penggunaan tilang manual untuk melengkapi keterbatasan INCAR.
Tilang manual digunakan terutama dalam situasi di mana INCAR tidak
mampu mendeteksi pelanggaran, seperti plat nomor yang tidak terbaca
atau pelanggaran perilaku di jalan.

Dengan kombinasi teknologi INCAR dan pendekatan humanis
melalui patroli dan sosialisasi, Polres Trenggalek berupaya menciptakan
budaya disiplin berlalu lintas di masyarakat. Penerapan INCAR
diharapkan tidak hanya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap
aturan lalu lintas, tetapi juga meminimalisir angka pelanggaran dan
kecelakaan di wilayah hukum Polres Trenggalek.

Sebagai tambahan, Bripka Chandra selaku anggota satlantas
Polres Trenggalek, menyatakan bahwa kesadaran hukum dalam berlalu
lintas dapat ditingkatkan dengan mengandalkan seluruh elemen
masyarakat. Artinya, tidak hanya melalui kepolisian saja sebagai
penegak hukum, namun dalam hal ini dalam lingkup keluarga juga
sangat berpengaruh dalam memberikan edukasi kepada anak-anaknya.
Begitupun dalam lingkup sekolah, bahwa peran guru dalam mendidik
siswanya juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam memupuk
budaya berlalu lintas yang baik. Pendapat beliau didukung oleh
pandangan bahwa perlu adanya gotong royong dan kerja sama dari
masyarakat dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan
yang tertib hukum dan membangun kesadaran hukum yang kolektif.
Warga negara memiliki tanggung jawab (civic responsibility) untuk
berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan
harmonis(Swasti dkk., 2022, hlm. 107). Oleh karena itu, penegakan
hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga
memerlukan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat dalam
membangun budaya hukum yang kuat dan berkelanjutan.

Penutup

INCAR merupakan pengembangan dari ETLE yang berjenis ETLE
Mobile yang diciptakan oleh Polda Jawa Timur dan telah diterapkan di
beberapa Polres jajarannya salah satunya Polres Trenggalek. Penerapan
INCAR di daerah Polres Trenggalek dilakukan dengan berpatroli secara
terstruktur dan random. Terstruktur dengan cara menempatkan INCAR
diwilayah yang rawan pelanggaran, dan random dengan berpatroli
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secara acak. INCAR memiliki penting dalam dua aspek utama penegakan
hukum lalu lintas, yaitu upaya preventif dan represif. Pada tahapan
preventif, keberadaan INCAR mendorong pengendara untuk lebih
berhati-hati dan meningkatkan kewaspadaan di jalan raya Sementara
dari segi represif, sistem ini memastikan bahwa setiap pelanggar yang
tertangkap oleh INCAR akan langsung dikenakan sanksi tilang tanpa
adanya teguran terlebih dahulu. Dalam mekanisme penyelesaian
perkaranya, pelanggar diberi dua pilihan, yaitu bayar melalui kode
BRIVA atau ikut siding di pengadilan. Namun demikian, dalam
penerapannya INCAR masih menghadapi berbagai kendala, antara lain
keterbatasan jumlah wunit operasional, belum tersedianya fitur
pendukung seperti face recognition dan speed gun, serta tingkat
kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Ditinjau dari teori
panopticon, INCAR belum bisa memberikan rasa takut akan diawasi oleh
penegak hukum secara menyeluruh, hal tersebut didasarkan pada
minimnya unit INCAR di daerah Polres Trenggalek. Kemudian, Jika
ditinjau dari teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, maka
penerapan INCAR dapat dikatakan belum efektif sebab belum bisa
memenuhi kelima indikator dari teori tersebut. Sebagai bentuk respons
atas kendala tersebut, Polres Trenggalek telah melakukan sejumlah
upaya, antara lain melalui sosialisasi intensif kepada masyarakat,
pemanfaatan tilang manual sebagai pelengkap sistem elektronik, serta
mendorong sinergi antara aparat penegak hukum dan elemen
masyarakat guna membangun budaya hukum yang partisipatif dan
berkelanjutan.

Agar penerapan INCAR lebih maksimal, maka dapat dilakukan
penyeragaman dalam hal fitur di dalam INCAR dengan versi yang ada di
Polda Jatim, sehingga fitur face recognition dan speed gun dapat
dimaksimalkan mengingat ternyata fitur tersebut sangat dibutuhkan.
Untuk peneliti selanjutnya, dapat melakukan studi komparatif
penerapan INCAR di setidaknya dua wilayah jajaran Polda Jawa Timur
yang dimaksudkan untuk mengevaluasi sejauh mana penerapan INCAR
di berbagai daerah, dan mengetahui bagaimana polres jajaran
menyiasati kekurangan dalam penegakan hukum lalu lintas melalui
INCAR.
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